PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 2. TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA LUBUK LINGAU TAHUN 2023-2027

Menimbang:

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Aksi Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Kota Lubuk Linggau
Tahun 2023-2027;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanaan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2018
Nomor 868};

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Nomor 29 Tahun 2018 tentang standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



10.

11.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 4)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 1);



Menetapkan:

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA
LUBUK LINGAU TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

Sl

Kota adalah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera
Selatan.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk
Linggau.

Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang Wajib diselengarakan oleh semua
Perangkat Daerah.

Pelayanan dasar adalah Pelayanan Publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar warga negara.



7.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau
Jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu vang berhak
diperoleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
Warga Negara adalah orang bangsa indonesia asli dan
orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan
kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyususnan
rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan
pemenuhan Pelayanaan Dasar.

Standar Teknis adalah Standar jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan
petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara
secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kulitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhan secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan mengunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencaapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil

Ssuatu prograirl.



16.

j & 8

18.

19.

20.

21

22,

23.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program
yang akan atau daicapai sehubungan dengan pengunaan
angaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Indikator Kinerja adalah tanda yang berpungsi sebagai
alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau
program dalam bentuk keluaran atau hasil.

Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagai nya
yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk 5 (lima) Tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
vang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah Untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah Untuk periode 1 (satu)

‘tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengsan Peraturan

Daerah.

BAB II
RENCANA AKSI PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
Pasal 2

Rencana Aksi Pencapaian SPM Kota Lubuk Linggau Tahun
2023-2027 merupakan dokumen perencanaan sebagai:



(1)

pedoman dan arahan upaya pencapaian target SPM dan
pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar yang
berhak di perolah setiap warga negara secara minimal;
dan

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen
perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Aksi Pencapaian SPM Pemerintah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2023-2027 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan.

b. BAB II Kondisi Umum Wilayah.

c. BAB Il Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan
SPM.

d. BAB IV Program Prioritas Pemenuhan SPM,
Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencaapaian
SPM dan Permasalahan.

€. BAB V Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.

. BAB VI Monitoring dan Evaluasi penerapaan SPM.

g. BAB VII Kesimpulan dan Saran.

Dokumen Rencana Aksi Pencapaian SPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota 1ni.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 4 JANUARI 2o2y

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

-
$-

TRISKO DEFRIVANSA
Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 8% dANLAR 802y

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TAMRI

1o %y

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ... ' NOMOR 5



